Menimbang

WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya;

bahwa dalam rangka menggali potensi dan
mengoptimalkan pendayagunaan asset serta
pendapatan daerah dapat dilakukan Investasi

Pemerintah Daerah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk
dengan Peraturan Daerah tentang Investasi
Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4120 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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12.

13.

14.

16.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4761);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

20. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Bau-
Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Staf Ahli Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
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22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kerja Sama (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah
Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 8).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang

- ________________ ]
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10.

11:

}2.

13

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana
dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka
panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi
langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu.
Surat Berharga adalah saham dan surat utang.

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian

pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi
pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan
untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum

lainnya yang dimiliki negara.

Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada
badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi,
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah
daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian

berupa pokok pinjaman.
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14.

15.

16.
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18.

19.

20.

4 B

Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola
investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara

umum daerah;

Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana
investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan

investasi tahun anggaran berikutnya;

Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun

anggaran berikutnya;

Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang
memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan

investasi pemerintah daerah.

Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan

pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi
surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah

dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.

Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan

Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan

Koperasi.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
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(1)

(2)

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK
Pasal 2

Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang

mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang

bersangkutan; dan/atau

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi

pemerintah daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

(1)

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
meningkatkan pendapatan daerah; dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 4
Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :

a. Investasi Surat Berharga dan/atau
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b. Investasi Langsung

(2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi :
a. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
b. Investasi dengan cara pembelian surat utang

(3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi :
a. Penyertaan modal dan/atau
b. Pemberian pinjaman
Pasal 5

(1) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi

(2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial

dan/atau manfaat lainnya.
BAB III
BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

(1) Bidang Investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana

investasi adalah untuk :

a. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha

masyarakat;
b. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau

c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan

manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah.

#
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Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30

Huruf a
Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber lainnya yang sah”

adalah dapat berupa dana  yang berasal dari
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masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan

bidang lainnya.
Pasal 31
Ayat (1)

Pengelolaan investasi pemerintah daerah sejalan dengan

kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Tim Investasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam
rangka pengelolaan investasi pemerintah daerah yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan

pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 33

Cukup Jelas
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Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 8

- ____ ]
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